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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukan dalam bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa 

1. Dalam proses seleksi baik seleksi administrasi maupun seleksi substansi dan proses 

pendidikan guru penggerak sudah dilaksanakan sesuai dengan permendikbudristek 

Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak. Dalam pelaksanaan 

seleksi pesertapun ditemukan hambatan seperti kurangnya kontribusi/minat untuk 

mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak serta adanya masalah tentang umur dan 

pendidikan guru penggerak terdapat kendala, faktor internal guru, dan kesulitan 

dalam penyesuaian metode seleksi peserta Program Pendidikan Guru Penggerak.  

       Lalu Dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini , materi pembelajaran 

terdiri dari beberapa modul yang berkaitan dengan konsep pendidikan, nilai dan 

peran guru penggerak, budaya positif, serta pembelajaran sosial emosional. Serta 

dalam Proses pendidikan ini melibatkan berbagai pihak yang mendukung 

pelaksanaan pendidikan penggerak ini dan sudah memenuhi kebutuhan dalam 

mendukung Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru 

Penggerak. Dalam proses evaluasi pendidikan guru penggerak, dalam pelaksanaan 

sudah tepat dan sesuai dengan permendikbudristek no 26 Tahun 2022, dan hasil 

pemantuan evaluasi digunakan untuk masukan perbaikan dan pengembangan lebih 

lanjut, tetapi dalam proses ini selain diawasi oleh Direktur Jendral atau Dinas 

Pendidikan dan Kemendikbud, namun kepala sekolah dalam pelaksanaan juga 

melakukan pengawasan dan evaluasi guru ketika mengikuti pendidikan. Dalam sisi 

legalitas peraturan kepala sekolah tidak ada tugas untuk mengawasi sehingga tidak 

sesuai dengan peraturan tetapi dalam sisi kemanfaatan sangat dibutuhkan. 
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       Dengan adanya guru penggerak ternyata ada dampak positif dan negatif bagi 

sekolah. Dampak positif antara lain: sistem pembelajaran yang bagus, mengerti dan 

menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menjadi agen  perubahan 

sekolah. Sementara dampak negatifnya antara lain: guru sering meninggalkan kelas 

dan sikap sosial seorang guru penggerak, dalam pelaksanaannya tidak semua sekolah 

memiliki sikap sosial yang baik kepada rekan-rekan di sekolahnya. 

 

2. Ditemukan adanya faktor kendala dan pendukung pendidikan guru penggerak. 

Faktor kendalanya antara lain: ditemukan adanya kendala waktu bahwa tidak 

dijelaskannya secara detail dalam aturan Permendikbudristek tersebut, kendala 

karena ketidaktepatan dan ketidakjelasan mengenai aturan dan pelaksanaan 

penjaminan mutu, serta sampai dengan proses seleksi. Sementara faktor 

pendukungnya antara lain: guru penggerak mendapat dukungan dari kepala sekolah, 

dinas pendidikan kabupaten Banyumas, kerjasama dengan guru lain serta kesadaran 

akan kemampuan dan pengembangan pada dirinya. 

 

B. Saran 

       Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis memberikan saran berupa: 

1. Dalam proses pelaksanaan pendidikan ini,  untuk syarat administrasi kepada calon 

peserta pendidikan guru penggerak terdapat ketentuan mengenai memiliki masa sisa 

mengajar tidak kurang dari 10 tahun, hal tersebut mengarah kepada batas umur calon 

guru penggerak, bahwa batasan usia hanya hingga 50 tahun, ini menyebabkan 

beberapa para guru yang masih diatas 50 tahun yang memiliki karir yang bagus, serta 

masih produktif dalam berkegiatan dalam pelatihan pendidikan ini justru tidak bisa 

mengikuti pendidikan tersebut, sarannya Agar regulasi ini lebih jelas dan tidak ada 

anggapan yang berbeda- beda dan tidak ada terkesan diskriminasi terhadap guru, 
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perlunya penjelasan mengenai maksimal batas umur dalam peraturan tersebut serta 

diberikan alasan, kebermanfaatan dengan batasan maksimal umur untuk mengikuti 

pendidikan guru penggerak, tidak hanya menuliskan “memiliki masa sisa mengajar 

tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun”, karena hal ini menyebabkan pro dan kontra 

untuk para guru-guru yang ingin mengikuti pendidikan guru penggerak. Saran 

tersebut ialah yang perlu di perbaiki supaya para calon guru penggerak mempunyai 

pedoman dan arahan yang jelas dalam syarat administrasi di dalam syarat batasan 

umur. 

        Saran Untuk Sertifikat Guru Penggerak perlu adanya regulasi peraturan baru, 

karena dalam permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 hanya dijelaskan kegunaan 

dan salah satu bukti kelulusan pendidikan guru penggerak ini, karena sertifikat ini 

adalah salah satu hal yang merupakan hasil dan proses program pendidikan guru 

penggerak. Seharusnya sertifikat guru penggerak memiliki regulasi yang lebih detail 

kembali contohnya seperti, walaupun sudah menjadi salah satu bagian untuk menjadi 

kepala sekolah, dalam hal ini perlu dijelaskan kembali beberapa syarat dan ketentuan 

lain untuk penggunaan sertifikat ini supaya tepat sasaran tepatnya pada kegunaan 

untuk menjadi kepala sekolah , atau bila perlu dibuat sendiri regulasi tentang 

sertifikat guru penggerak ini mengenai ketentuan penggunaannya, arah tujuan 

sertifikat ini, syarat-syarat kegunaan sertifikat ini, serta tambahan ketentuan lain 

untuk mendukung sertifikat supaya sasaran penggunaannya tepat guna dan efektif.  

       Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak ada beberapa 

guru yang akhirnya ketika menjadi guru penggerak  merasa lebih unggul serta lebih 

pintar dari pada yang rekan-rekan guru yang lain, saran dalam pelaksanaan tersebut 

dalam materi atau metode pembelajaran tidak hanya berpusat kepada murid dan 

pengelolaan di kelas tetapi juga diajarkan dan mempelajari tentang sikap sosial serta 

attitude dalam interaksi antara rekan-rekan guru lain.  
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2. Saran mengenai Kendala yang dihadapi, Dalam pelaksanaan pendidikan ini, 

seharusnya Kemendikbud serta Dinas Pendidikan lebih memperhatikan jam total 

beban belajar, yang pada kenyataannya para guru penggerak merasa berat dan 

terbebani ketika proses pendidikan ini, sehingga susah untuk membagi waktu ketika 

mengajar di kelas, keluarga, dan tanggung jawab lainnya, maka saran dari hal 

tersebut jam total beban belajar lebih di rinci kembali atau diperjelas kembali bagian-

bagian dalam pendidikan ini tidak hanya totalnya saja, serta ketika melakukan 

pendidikan tersebut dilakukan  diluar jam pelajaran sekolah seperti setelah pulang 

sekolah atau bisa dilakukan saat malam hari, karena pada pelaksanaannya pendidikan 

ini dimulai pada siang hari bertepatan jam 1 siang, Jadi diperhatikan kembali dan 

dikelola lagi dengan baik tentang waktu supaya proses pendidikan guru penggerak 

serta waktu jam pelajaran sekolah, serta waktu dengan keluarga tidak bertabrakan 

dan semua berjalan sesuai masing-masing porsinya . 

       Selain itu masih ada beberapa kendala pelaksanaan seleksi guru penggerak yang 

gagal dalam tahap ini ,karena kurangnya kompetensi dalam penguasaan IT dan gagal 

juga dalam tahap wawancara atau test ujian seleksi, maka dari itu Kemendikbud atau 

sekolah dalam bentuk mendukung program ini ,membuka sosiliasi tentang program 

pendidikan guru penggerak bagi seluruh guru yang ingin minta untuk ikut pendidikan 

tersebut . Lalu dalam regulasinya bahwa pada pasal 7 perlunya penambahan 

kejelasan mengenai kriteria baku, materi muatan, serta cara-cara atau hal apa saja 

yang dibutuhkan dan disiapkan di dalam tahap seleksi subtansi, sehingga para calon 

guru penggerak memiliki persiapan serta pedoman yang pasti ketika mengikuti 

proses tahap seleksi subtansi tidak hanya menerima informasi dari pihak dan media 

yang lain. 

       Untuk itu dalam mendukung tujuan dari guru penggerak serta pemerataan guru 
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penggerak , perlu nya regulasi pendidikan guru penggerak untuk melibatkan kepala 

sekolah sebagai penjaminan mutu serta pengawasan didalam sekolah, walaupun 

dalam regulasi tidak penjelasan tentang pengawasan kepala sekolah, maka dari itu 

supaya lebih terarah dan lebih jelas perlu ditambahkannya regulasi 

Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 untuk kepala sekolah dalam penjaminan 

mutu dan pengawasan dalam program pendidikan guru penggerak di sekolah masing-

masing, hal ini akan mendukung dan membantu guru-guru penggerak atau calon 

peserta guru penggerak ketika mengikuti proses pendidikan guru penggerak. 
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